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ABSTRAK JURNAL

Uraian Abstrak : Di dalam abstrak sendiri, penulis membahas tentang Pemilihan
umum mencerminkan sistem demokrasi, dan demokrasi memberikan kesempatan
kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Seperti supremasi
hukum. Indonesia memegang demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa
dalam penyelenggaraan sistem pemilu. Eksistensi demokrasi sebagai perwujudan
nilai-nilai Pancasila pada sila ke 4 dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa
Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip
negara hukum, maka seharusnya juga mengikuti prinsip demokrasi.

PEMBAHASAN

Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk
menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia.
Para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila.
Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang
difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia.
Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan
distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal
pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.



Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan
kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan
fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai
cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam
Pancasila tersebut adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh karena itu, Nilai-Nilai
dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi.

Pemilihan kepala daerah langsung diadopsi di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 23
Ayat (1) dinyatakan. “Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam
Undang Undang”. Penjelasanya ditegaskan bahwa “Kepala Daerah haruslah seorang
yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat Daerah yang bersangkutan, dan
karena itu Kepala Daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat
tersebut, dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan tersebut.”

Masalah terjadi didalam pemilihan kepala daerah yang paling umum fundamental
yaitu salah satunya kampanye. Adalah salah satu hal atau dimana calon dalam
pemilihan umum daerah dapat mengutarakan pandangan visi dan misi kedepan ketika
menjadi kepala daerah. Kampanye merupakan jembatan masyarakat untuk membuat
kontrak politik dengan calon kepala daerah sebelum menjadi kepala daerah. Namun
dalam praktik kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan rasa tanggung
jawab menimbulkan problem dimasa mendatang dan yang paling berbahaya yaitu
merusak demokrasi.

Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai
demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada.
Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannya
dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila (Widodo, 2015).
Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan keditaktoran dalam
hal internal politiknya, pemimpin partai politik tidak pernah diganti, penunjukan
kepala daerah oleh partai politik secara sepihak, seperti contoh diatas akan menjadi
persoalan dalam konteks demokrasi sebagai salah satu pedoman dari Pancasila sila
keempat.

. KESIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa Pilkada tidak secara langsung mencerminkan hakikat sila
keempat pancasila. Konflik yang berbeda dan munculnya interpretasi realitas yang
berbeda dan kontradiktif memicu disintegrasi bangsa. Sila keempat Pancasila adalah
perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang diinginkan adalah partisipasi
rakyat dalam memutar roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi
sesuatu yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah adalah calon kepala
daerah yang bertarung dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.



